
Yth. Kepala SKPD
Dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat
di-

Tempat

Dalam rangka penyusunan rencana dan anggaran belanja hibah dan belanja

bantuan sosial Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai

berikut:

A. Perencanaan dan Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

didasarkan atas:

'1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kex-rangan

Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

B Belanja Hibah

1 Belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum lndonesia, yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, ser€ tidak

secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan pergndang-undangan.

2. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program,

kegiatan. dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas,

dan manfaat untuk masyarakat.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun,51 Maret 2022

Kepada :

SURAT EDARAN
NOMOR : 900/oE fiAPDl2022

TENTANG
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

TAHUN ANGGARAN 2023



3. Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada

Bupati.

4. SKPD terkait melakukan evaluasi atas usulan hibah.

5. Belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objeK rincian

objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai

dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

6. Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan

sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023

berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon pererima

hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

C. Belanja bantuan sosial

1. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan panberian bantuan

berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam

keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis

sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat

hrdup dalam kondisi wajar.

3. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat

diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko

sosial.

4. Bantuar sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung

kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim

piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan

tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

5. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung

kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar

biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan

miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi

kelompok masyarakat kurang mampu.

6. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga,

kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penenma dan

besarannya

7. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima

dan/atau atas usulan kepala SKPD.



8. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada

SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek

pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi

perangkat daerah terkait.

9. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan

sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan

urusan dan kewenangannya.

10. Kepala SKPD terkait melakukan verifikasi dan evaluasi atas

usulan/permohonan bantuan sosial dan individu dan/atau keluarga

ll.Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan

dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023

berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon

penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung

jawab.
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Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat dl Pangkalan Bun
4. Yth. lnspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
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